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ABSTRACT
Indonesia is a country that upholds democracy. In fact the level of participations voters in every single show declining democratic party. This study used the approach mixed method (qualitative and quantitative) with descriptive methods. These results indicate that Implementation of e-voting methods as a medium of political participation in SMAN 1 Manonjaya the class president election researcher can conclude goes well, look at the level of political participation of the students in choosing higher than the selection by using the conventional method. Based on the data using statistical calculations, researchers can conclude that there is a fairly strong correlation between the methods of e-voting as a means of political participation to civic responsibility.
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ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Pada kenyataannya tingkat partisipasi pemilih dalam setiap pagelaran pesta demokrasi semakin menurun. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (kulitatif dan kuantitatif) dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi metode e-voting sebagai media partisipasi politik di SMA Negeri 1 Manonjaya pada pemilihan Ketua OSIS dapat Peneliti simpulkan berjalan dengan baik, melihat dari tingkat partisipasi politik siswa dalam memilih lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan dengan menggunakan metode konvensional. Berdasarkan perhitungan data dengan menggunakan statistik, dapat Peneliti simpulkan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antara metode e-voting sebagai media partisipasi politik terhadap civic responsibility.
Kata Kunci: Demokrasi, E-voting, Partisipasi Politik, Civic Responsibility.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, terbukti dengan diberikannya kebebasan kepada setiap warga negara untuk bebas menyatakan pendapat dan mengawasi jalannya Pemerintahan. Pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Demokrasi merupakan suatu bentuk Pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki kesempatan yang sama atau hak yang sama di dalam mengambil suatu keputusan guna menentukan masa depan kehidupannya. Pengertian demokrasi itu sendiri menurut Lincoln (dalam Gatara, 2008) adalah “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. 
Adapun ciri lain dari negara demokratis yakni berkedaulatan rakyat, sudah tentu rakyat harus diikutsertakan dalam kehidupan politik agar rakyat dapat turut serta untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka, yang nantinya akan membuat dan menentukan isi kebijakan umum bagi seluruh rakyat. Sudah jelas bahwa suatu negara yang menegakan demokrasi harus melibatkan keikutsertaan rakyat, karena dalam negara demokrasi rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Dalam negara demokrasi memperbolehkan setiap warga negara untuk berpartisipasi secara langung maupun perwakilan. Secara langsung yaitu dengan ikut aktif dalam kegiatan politik sampai menduduki jabatan tertentu dalam Pemerintahan, adapun partisipasi secara tidak langsung atau perwakilan berupa memberikan hak suara dengan memilih calon pemimpin dalam pemilihan umum (Pemilu) yang nantinya dapat menetukan perumusan, pengembangan, dan pembutan hukum. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih para anggota perwakilan atau lembaga legislatif baik di tingkat DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun setelah dilakukannya amandemen ke-4 UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR disepakati bersama untuk dilakuan pemilihan secara langsung.
Pagelaran pesta demokrasi, yang melalaui Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi, baik memilih anggota legislatif maupun eksekutif. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Mulai dari daftar pemilih tetap (DPT) yang masih belum jelas, banyaknya kertas suara yang tertukar antar daerah pemilihan (Dapil) dan serta masih adanya black campaign dan money politic serta masih banyak lagi. Karena, ada sebuah adagium dalam setiap pelaksanaan Pemilu, bahwa Pemilu tanpa money politic suatu kemustahilan. Sebagai salah-satu contoh kasus money politic pada pemilu legislatif  (Pileg) 2014 sebagaimana disampaikan oleh Sugiarto (dalam Republika Online, 2014) adalah yang dilakukan oleh oknum di Nias Utara, Sumatra Utara. Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) menangkap basah seorang oknum yang sedang membagi-bagikan uang sebesar Rp 4,8 juta pada malam sebelum pemungutan suara dimulai.
Adanya pelanggaran ini bisa menyebabkan sengketa sebelum dan sesudah Pemilu, selain itu biaya Pemilu yang sangat tinggi pada tahun 2004 saja Pemerintah menggelontorkan sekitar Rp 4,4 triliun. Rincian dana penyelenggaraan Pemilu 2004 adalah Rp 3,8 triliun dari APBN dan tambahan dari instrumen APBD Rp 600 miliar, dan yang paling tinggi terjadi pada Pemilu tahun 2009 mencapai Rp 47,9 triliun ini hampir sepuluh kali lipat anggaran Pemilu 2004 (Dua Ribu Tahun Cahaya, 2009). Sedangkan pada tahun 2014 Pemerintah menurut Martowardojo (dalam Satyagraha, 2013) menggelontorkan dana mencapai Rp.16 triliun.  
Besarnya biaya yang digelontorkan dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi politik warga negara, bahkan pada Pemilu legislatif tahun 2014 ini angka Golput semakin meningkat dari tahun sebelumnnya. Menurut Rully (dalam Trinita, 2014) peneliti Lingkar Survei Indonesia (LSI) memprediksikan angka Golput pada tahun 2014 mencapai 34,02%. Rully mencatat, angka Golput pada Pemilu 1999 hanya 10,21 %. Pada pileg 2004, angkanya naik menjadi 23,34 % dan pada Pemilu legislatif 2009 naik lagi menjadi 29,01 %. Namun pada faktanya angka Golput pada Pemilu Legislatif tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2% bila dibandingkan dengan Pemilu 2009 yaitu sebesar 27% (BBC Indonesia), namun tetap saja anggka Golput jauh mengungguli perolehan suara PDI Perjuangan (19,67 %), Golkar (14,54 %), Gerindra (11,86 %), atau Demokrat (9,75 %).
Semakin tingginya angka Golput atau berkurangnya minat partisipasi politik dari warga negara seakan menjadi sesuatu yang mengganjal dalam jalannya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurunnya kepercayaan rakyat kepada para elit politik dan pemimpin yang sedang menjabat saat ini baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, dikarenakan para wakil/pemimpin yang sudah dipilih pada Pemilu sebelumnya tidak bisa menyalurkan asiprasi mereka. Selain itu, mengingat pada lima tahun belakangan ini banyak kasus korupsi yang menjerat para elit partai politik baik di tingkat eksekutif maupun legislatif yang menyebabkan semakin berkurangnya kepercayaan rakyat kepada setiap partai politik/calon legislatif yang diusung partai politik.

Pemilu konvensional yang sudah dikenal masyarakat saat ini memiliki kelemahan baik dari segi lamanya tahapan pelaksanaan Pemilu, tingginya biaya yang dikeluarkan, serta banyaknya konflik sebelum dan sesudah Pemilu. Mungkin, ini merupakan salah-satu faktor penyebab kurangnya minat partisipasi politik warga negara selain faktor-faktor lainnya yang sudah dipaparkan sebelumnya. Untuk mengantisipasi kurangnya tingkat partisipasi politik, dimunculkan suatu gagasan baru mengenai penggunaan metode e-voting dalam melaksanakan Pemilu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada khususnya teknologi elektronik dan teknologi berbasis web. Tujuan dari e-voting pada dasarnya untuk mempermudah dan menghemat waktu serta biaya di dalam melakukan pemungutan suara. 

Pengertian e-voting sendiri merupakan suatu metode pengambilan suara serta penghitungan hasil suara dengan bantuan perangkat elektronik. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Kahani (2005), E-voting refers to the use of computers or computerized voting equipment to cast ballots in an election. Dengan kata lain teknologi ini memudahkan pemilih dalam suatu Pemilu di dalam menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan media elektronik ataupun internet tanpa mencederai asas Pemilu yaitu  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam setiap pelaksanaan suatu sistem pasti akan menghadapi kendala terutama implementasi metode e-voting, akan tetapi kendala dalam pelaksanaan e-voting rasanya tidak akan terlalu menjadi hambatan. Melihat Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak luput dari imbas kemajuan teknologi, dirasakan tidak akan terlalu sulit dalam pelaksanaan e-voting khususnya pemilih pemula. Dikarenakan pemilih pemula yang baru pertama kalinya melakukan pemilihan yang didominasi oleh kalangan pelajar yang sangat antusias akan kemajuan teknologi. Teknologi sendiri dapat diartikan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia.

Semua anggota masyarakat termasuk pemilih pemula disadari/tidak, secara langsung ataupun tidak pasti mengalami proses sosialisasi politik. Jumlah pemilih pemula yang cukup banyak dalam pagelaran pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 baik itu Pemilu legislatif dan Presiden merupakan sasaran yang empuk bagi partai politik dalam mendulang suara. Perlunya suatu pendidikan politik dan sosialisai politik yang cukup agar pemilih pemula dapat berpartisipasi di dalam memberikan hak suaranya. Selain itu, pemilih pemula harus mendapatkan stimulus lebih agar bisa berpartisipasi aktif dalam pemilihan dan ini bisa dilakukan di sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dick dalam tulisannya (2014) bahwa menurut penelitian di Jerman, minat politik terutama muncul dan berkembang selama masa sekolah. Pengaruh lingkungan sekolah jauh lebih kuat daripada pengaruh keluarga atau teman. Pernyataan Dick dipertegas oleh Ruschke (dalam Dick, 2014), sayangnya, pendidikan sosial dan politik justru makin tidak penting di banyak sekolah. Padahal minat untuk partisipasi politik harus dibangkitkan sejak usia muda.

Namun, untuk saat ini dalam pelaksanaan metode e-voting diterapkan pada skala kecil yakni pada pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di sekolah mengingat waktu dan biaya yang dibutuhkan Peneliti apabila langsung diterapkan pada skala yang besar. Melihat kurangnya tingakat partisipasi siswa di dalam pemilihan Ketua OSIS, diharapkan dengan penggunaan e-voting bisa meningkatkan partisipasi siswa. Karena, pada dasarnya pemilihan Ketua OSIS merupakan sarana pembelajaran pertama bagi pemilih pemula dalam aktif berpartisipasi dalam pemilihan.

Siswa yang berperan aktif dalam pemilihan Ketua OSIS merupakan perwujudan dari civic responsibility, yakni warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu nation and character building. Karena tujuan PKn pada dasarnya adalah terwujudnya partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombnasi (mixed methods). Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2010), penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk memperoleh pengaruh serta uji beda antar variabel, dengan cara menyebarkan angket tentang variabel yang diperlukan.
Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitif ini karena data yang akan diperoleh berupa angka yang diproses dengan mengunakan perhitungan statistika. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Sedangkan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang implementasi metode e-voting sebagai media partisipasi politik ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. Di samping itu pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penulis senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan observasi, wawancara dan angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui angket dan sebagainya kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Deskriptif ialah menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia (Sukmadinata, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Implementasi Metode E-Voting
Metode e-voting merupakan proses pemilihan umum dengan bantuan alat elektronik, dimulai proses pengambilan suara sampai dengan proses penghitungan hasil suara. Pengertian elektronik voting (e-voting) merupakan suatu metode pengambilan suara serta penghitungan hasil suara dengan bantuan perangkat elektronik.Penggunaan metode e-voting dalam pemilihan Ketua OSIS bertujuan untuk memberikan rangsangan bagi siswa agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan. Karena, pada dasarnya penggunaan metode e-voting bertujuan untuk mempermudah di dalam melakukan pemilihan umum, baik itu dari segi biaya, waktu, hasil, dan transparansi dalam pemilihan.
E-voting ini diterapkan pada pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada tahun ajaran 2013-2014. Mekanisme pemilihan dilakukan selama 1 hari dengan cara, panitia pelaksana pemilihan Ketua OSIS memberikan penyuluhan terlebih dahulu ke setiap kelas tentang bagaimana cara melakukan pemilihan Ketua OSIS dengan bantuan metode e-voting. Setiap siswa cukup masuk ke halaman WEB dengan alamat osismemilih.web.id, di halamam WEB tersebut sudah terdapat panduan bagaimana tatacara pemilihan Ketua OSIS. Dengan panduan sebagai berikut:
Tata Cara Memberikan Hak Suara:
a. Klik menu Pilih Ketua Osis yang berada di sudut kanan atas,

b. Pilih salah-satu Kandidat yang sesuai dengan pilihan anda,

c. Jika, identitas anda tidak ingin diketahui yang lainnya Klik menu Sembunyikan Pilihan yang ada di bawah,

d. Setelah melakukan pilihan Klik menu Setting yang berada di sudut kanan atas pada kolom pemilihan Klik Keluar,

e. Jika, anda ingin mengganti pilihan anda silahkan ulangi tahapan seperti pada point 2,

f. Apabila anda ingin menuliskan komentar ataupun saran silahkan isi ketentuan yang ada pada layar.

Untuk mempermudah siswa dalam melakukan pemilihan Ketua OSIS, halaman WEB osismemilih.web.id sudah terhubung dengan 3 akun media jejaring sosial. Jadi siswa yang mempunya hak pilih tidak perlu melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan Ketua OSIS. Adapun media jejaring sosial yang terhubung dengan WEB osismemilih.web.id adalah:

a. Facebook dengan alamat WEB (www.facebook.com)

b. Twitter dengan alamat WEB (twitter.com)

c. Google+/gmail dengan alamat WEB (mail.google.com)

Pada saat pemilihan siswa bisa melakukan login dengan ketiga media jejaring sosial tersebut, setelah melakukan pilihan siswa juga bisa melihat bahwa suaranya telah masuk ke dalam hitungan. Data perolehan hasil suara yang sudah melakukan pemilihan akan terkirim secara otomatis ke server admin dengan alamat WEB osismemili.web.id/wp-admin dan hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses server admin tersebut yaitu Panitia Pemeilihan Ketua OSIS. Untuk mencegah siswa yang berusaha melakukan pemilihan lebih dari satu kali dengan memiliki ketiga akuntersbut panitia membagi proses pemilihan Ketua OSIS dengan membagi-bagi perkelas dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan agar Panitia Pemilihan Ketua OSIS bisa memerikasa apakah benar siswa yang telah memilih saat itu adalah siswa kelas yang sudah ditentukan sebelumnnya.
Pengaruh Metode E-Voting Sebagai Media Partisipasi Politik Terhadap Civic Responsibility
1. Uji Normalitas Data Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel normalitas data, diperoleh nilai Sig. pada Uji Kolmogorov-Smirnov pada variabel X sebesar 0,000 dan Y sebesar 0,000. Kriteria yang digunakan yaitu terima H0 apabila nilai Sig. lebih dari tingkatan α yang ditentukan. Karena nilai Sig. = 0,000 < 0,05 untuk X dan nilai Sig. = 0,000 < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal menolak H0 dan menerima Ha.
2. Uji Korelasi
Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh angka koefisien korelasi (r) sebesar 0,598 dengan nilai signifikansi 0,000 <0,005 sehingg Ho ditolak. Oleh karena itu dapat diinterpertasikan bahwa kedua variabel signifikan dan H1 diterima atau dapat  disimpukan terdapat pengaruh antara e-voting sebagai media partisipasi politik terhadap civic responsibility.

Sementara itu nilai koefisien r adalah 0,598 yang berada pada range (0,40 – 0.599) maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara antara e-voting sebagai media partisipasi politik  dengan civic responsibility cukup kuat. Koefisien korelasi bertanda positif artinya ada hubungan searah sehingga ada kecenderungqn jika kualitas e-voting sebagai media partisipasi politik siswa baik menghasilkan civic responsibility yang baik pula. Dengan kata lain semakin tinggi kualitas metode e-voting sebagai media partisipasi politik maka semakin tinggi pula civic responsibility.
3. Uji Linearitas Variabel X dan Variabel Y

Berdasarkan tabel koefisien determinasi R square sebesar 0,446 yang berarti menyatakan besarnya pengaruh Variabel X (e-voting sebagai media partisipasi politik terhadap Y (civic responsibility) sebesar 44,6% (sedang). Sisanya sebesar 55,4% dipengaruhi oleh faktor lain selain oleh e-voting sebagai media partisipasi politik.
4. Uji Anova Untuk Pengaruh Variabel X Terhadap Y

Tabel uji ANOVA dengan kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig.) dengan cara uji Sig, dengan ketentuan, jika Nilai Sig. > 0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Dengan demikian berdasarkan tabel, F hitung 207,345 nilai tingkat signifikansinya 0,000 < 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y dan berarti tidak memenuhi kriteria linieritas.
5. Uji Koefisien Regresi dan Hasil Uji t Pengaruh Variabel X Terhadap Y

Dari tabel dapat dilihat persamaan regresinya Y = 19,768 + 0,275, persamaan ini dapat dipakai berdasarkan uji Anova yang telah dilakukan. Tabel menyajikan uji t dengan nilai signifikansi 0,000 dengan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H0: ρ > 0,05 artinya H0 diterima, dan koefisien regresi tidak signifikan.

H1:ρ < 0,05, artinya H0 ditolak, dan koefisien regresi signifikan.
Berdasarkan tabel dapat diambil keputusan bahwa H0 ditolak atau koefisien regresi signifikan. Berdasarkan t hitung yang disajikan dalam tabel nilainya adalah 14,399 dengan t tabel = 1,645 maka thitung> ttabel, dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
Pembahasan

Implementasi Metode E-voting
Salah satu tahapan yang paling penting dari suatu rancangan yang telah dibuat adalah implementasi. Tanpa implementasi tujuan yang ingin dicapai sebelumnya tidak akan tercapai, dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana suatu rancangan dilaksanakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Adapun pengertian implemntasi menurut Webster (dalam Wahab, 2006) bahwa: Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).
Penggunaan metode e-voting dalam pemilihan Ketua OSIS bertujuan untuk memberikan rangsangan bagi siswa agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan. Karena, pada dasarnya penggunaan metode elektronik voting atau e-voting bertujuan untuk mempermudah di dalam melakukan Pemilu, baik itu dari segi biaya, waktu, hasil, dan transparansi dalam Pemilu itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Zamora, et.al. (2005), menegaskan bahwa “in an electronic election system, privacy and security are mandatory features”, jadi selama e-voting ini tidak melanggar kerahasiaan dan keamanan maka e-voting boleh saja digunakan dalam Pemilu.
Penggunaan metode e-voting mudah untuk dipahami dan dioprasionalkan serta proses pengambilan suara dan penghitungan hasil suara yang sangat cepat, sejalan dengan pendapat menurut Eliasson & Zuquete (2006) bahwa: penerapan e-voting juga memberikan sejumlah manfaat, misalnya transparansi, efisien, hemat waktu dan biaya, serta akuntabilitasnya terjamin. Pendapat tersebut dipertegas dengan pandangan Zafar & Pilkjaer (dalam Priyono & Dihan, 2010) yang menegaskan tentang adanya sejumlah aspek manfaat dari penerapan e-voting yaitu:
· Biaya: terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibanding dengan sistem tradisional yang lebih sulit, kompleks dan tidak efisien.

· Waktu: terkait waktu pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem yang tradisional.

· Hasil: terkait dengan kalkukasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus human error selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan.

· Transparansi: terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan real time online.

Pada dasarnya, pengertian e-voting sendiri merupakan suatu metode pengambilan suara serta penghitungan hasil suara dengan bantuan perangkat elektronik. Dengan kata lain teknologi ini memudahkan pemilih dalam suatu Pemilu di dalam menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan media elektronik ataupun internet tanpa mencederai asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pengertian e-voting di atas sejalan dengan pendapat Smith & Clark (2005) bahwa: e-voting enhancement of I-voting is one of the latest and extremely popular methods of casting votes, and is usually performed by using either a PC via a standard web browser; touch-tone telephone or cellular phone, digital TV, or a touch screen in a kiosk at a designated location. Adapun pengertian yang serupa mengenai e-voting disampaikan oleh Magi & Buldas (dalam Priyono & Dihan, 2010) adalah: electronic voting (e-voting) is any voting method where the voter’s intention is expressed or collected by electronic means. There are considered the following electronic voting ways”. Jadi, e-voting merupakan suatu cara pemilihan dan pengumpulan menggunakan bantuan alat elektronik. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dipaparkan oleh Zafar & Pilkjaer (dalam Priyono & Dihan, 2010), bahwa e-voting adalah: e-voting combines technology with the democratic process, in order to make voting more efficient and convenient for voters. Evoting allows voters to either vote by computer from their homes or at the polling station”.
Jadi, e-voting merupakan suatu penggabungan antara teknologi dan proses demokrasi, yang memudahkan dan memberikan kenyamanan pemilih di dalam melakukan penggunaan hak suaranya baik itu melalui peralatan elektronik yang ada di rumahanya ataupun datang ketempat pemilihan yang telah disediakan.
Selain itu penggunaan metode e-voting bisa meminimalisir tingkat kecurangan/ kesalahan dalam proses pemilihan dan penghitungan suara. Kalaupun dibandingkan dengan metode konvensional metode e-voting jauh lebih unggul, baik dari segi waktu maupun biaya dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Riera & Brown mengenai e-voting yang memiliki kelebihan dibandingkan penggunaan metode pengambilan suara lainnya, hal ini dipaparkan sebagai berikut:

· Meningkatkan kecepatan dan akurasi perhitungan suara.

· Menghemat material yang diperlukan untuk mencetak dan mendistribusikan kertas suara.

· Menawarkan kemudahan akses yang lebih baik bagi orang-orang dengan ketidakmampuan (cacat).

· Menawarkan sebuah desain kertas suara yang fleksibel.

· Menyediakan berbagai bahasa untuk kertas suara.

· Membolehkan akses kepada informasi mengenai opsi pemilihan.

· Menghindari kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh pemilih (baik over voting atau under voting).

Sedangkan penggunaan metode e-voting juga tidak mencedarai asas Pemilu yaitu Luber dan Jurdil, untuk kerahasiaan pemilih e-voting sangat menjamin hal tersebut”. Maka dari itu e-voting bisa juga digunakan untuk pemilihan Ketua OSIS yang diadakan di sekolah, yang tidak menutup kemungkinan penggunaan e-voting di sekolah bisa diterapkan juga dalam skala yang lebih besar di Indonesia baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, bahkan sampai pemilihan Presiden. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan Menurut Hajjar, et.al. (2006), bahwa pertimbangan utama terhadap penerapan e-voting adalah akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu, adopsi e-voting sangat tepat dilaksanakan untuk negara kepulauan seperti di Indonesia karena hal ini akan sangat menghemat waktu dan biaya.
Karena pada dasarnya dalam penggunaan metode e-voting memiliki tolak ukur keberhasilan (Usability goals) pelaksanaan metode ini seperti yang disampaikan oleh Preece, et.al. (2002):

· Effectiveness, yaitu seberapa baik sistem dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang diharuskan. 

· Efficiency, yaitu seberapa cepat dan hemat sistem dapat mendukung pengguna dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

· Safety, yaitu menghindarkan pengguna melakukan kesalahan yang dapat merusak sistem atau membahayakan diri.

· Utility, yaitu sistem menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna.

· Learnability, yaitu seberapa mudah sistem dapat dipelajari oleh pengguna.

· Memorability, yaitu seberapa mudah pengguna mengingat cara menggunakan sistem setelah mempelajari sistem.

Untuk tercapainya keberhasilan pelaksanaan metode e-voting tersebut ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, menurut Cetinkaya at.al. (dalam Latief, 2012) yaitu syarat fungsional:

· Akurat, aman, reliable.

· Mampu memberikan kemudahan dalam perhitungan.

· Mudah untuk digunakan.

· Transparan dan mudah dipahami.

· Menghindari over votes (memilih lebih dari satu kali) dan meminimkan under votes (atau biasa disebut Golput).

· Pemilih dapat mengganti suara selama masih dalam proses pengisian kartu suara. 

· Mengakomodasi kebutuhan pemilih yang memiliki keterbatasan. 

Selain syarat fungsional ada juga syarat ketepatan menurut Oppliger & Hogrefe (dalam Latief, 2012), yaitu:

· Access control: perlindungan terhadap pemakaian yang tidak berhak.

· Authentication: menyediakanjaminan identitas seseorang benarberhak.

· Confidentiality: perlindunganterhadap pengungkapan identitas.

· Integrity: melindungi daripengubahan data.

· Non-repudiation: melindungi dari kemungkinan terjadinya duplikasi, dengan menolak komunikasi yang sudah pernah dilakukan.

Setiap tipe sistem e-voting memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing apabila dibandingkan antara sistem yang satu dengan yang lainnya, begitu juga bila dibandingkan dengan penggunaan sistem pemungutan suara konvensional. Tidak ada yang namanya sistem pemilihan elektronik yang sempurna dan sistem yang tersedia terus berkembang sesuai dengan semakin berkembangnya teknologi. Oleh karena itu perlunya kecermatan memilih sistem yang tepat untuk konteks yang sesuai dengan keuntungan dan kelebihan semua pilihan. Berikut merupakan tipe dari sistem e-voting menurut IDEA (Institute for Democracy and Electoral Asistance, 2011), yang secara teknis kebanyakan sistem e-voting masuk ke dalam salah satu empat tipe berikut:

· Mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik (DRE). DREbisa disertai atau tidak disertai jejak data dokumen (jejak data dokumen audit pemilih yang dapat diverifikasi/VVPAT). VVPAT ditujukan untukmenyediakan bukti fisik dari suara yang diberikan.
· Sistem OMR yang didasarkan pada mesin pemindai dapat mengenali pilihanpemilih di surat suara yang dapat dibaca oleh mesin khusus. 
· Mesin pencetak surat suara (EBP), perangkat yang serupa dengan mesin DRE yang menghasilkan kertas yang dapat dibaca mesin atau koin elektronik yangberisikan pilihan pemilih. Koin ini dimasukkan ke pemindai surat suaraterpisah yang melakukan penghitungan suara otomatis.
· Sistem pemilihan melalui Internet yaitu saat suara diberikan melalui Internetke server pusat penghitungan. Suara dapat diberikan baik melalui komputerumum atau kios pemungutan suara di TPS atau yang lebih umum darikomputer mana pun yang terkoneksi internet yang dapat diakses pemilih.     

Sedangkan menurut Gritzalis (dalam Rokhman, 2011), ada tiga macam metode e-voting berbasis online:

· Sistem pemindaian optik. Sistem ini dilakukan dengan cara kertas diberikan kepada para pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara elektronik. Metode ini harus menyediakan surat suara yang dapat dipindai dengan optik dan membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya mahal. Di samping itu, tanda yang melewati batas kotak marka suara dapat menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai. Sistem ini biasa disebut sebagai e-counting.
· Sistem Direct Recording Electronic (DRE). Metode ini para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau panel/papan suara elektronik. Kemudian hasil pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun offline ke pusat penghitungan suara nasional. Para pemilih masih diwajibkan untuk datang ke TPS namun data penghitungan suara sudah dapat disimpan dan diproses secara realtime dan online.
· Internet voting. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja secara online melalui komputer yang terhubung dengan jaringan di mana pemungutan suara di TPS langsung direkam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data yang berpita lebar dan keamanan yang handal.

Dari kedua pendapat di atas mengenai sistem yang biasa digunakan dalam penggunaan metode e-voting, maka disini peneliti memilih menggunakan sistem pemilihan melalaui internet. Lebih khususnya lagi menggunakan WEB, yaitu sebuah sistem yang saling terkait menggunakan dokumen hypertext yang diakses melalui jaringan internet.

Pengaruh Metode E-Voting Sebagai Media Partisipasi Politik Terhadap Civic Responsibility
Dikarenakan data tidak terdistribusi normal (nonparametris) maka disini peneliti menggunakan rumus Spearman, berdasarkan tabel uji korelasi dapat dilihat dari nilai signifikansinya, dimana variabel X memiliki taraf signifikansi 0,598 menunjukan bahwa antara variabel X dan variabel Y memiliki hubungan signifikan, dengan pertimbangan bahwa ρ value < α = 0,05. Dengan demikian korelasi antara variabel X dan variabel Y menolak H0 dan menerima Ha. Salah satu pencerminan dari warga negara yang bertanggung jawab pasti memberikan suara dalam pemilihan, karena pada dasarnya setiap warga negara ingin merubah negaranya ke arah yang lebih baik dan semua itu bisa diwujudkan dengan memberikan suara dalam pemilihan. Hal ini sejalan dengan Azharian (2014) bahwa: harapan dan keinginan luhur setiap warga Negara Indonesia itu akan luntur dan pupus jika warga Negara Indonesia enggan untuk berpartisipasi dalam memilih wakilnya di lembaga legislatif. Harapan dan keinginan warga Negara Indonesia akan pudar dan berubah menjadi keputusasaan jika warga Negara Indonesia sendiri tidak mau menyumbangkan hak memilihnya pada pemilu legislatif.
Dalam negara demokrasi sudah jelas warga negara harus ikut terlibat dalam memberiakan hak suara dalam Pemilu guna mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan. Sebagaiman menurut Rahman (2007) sebagai berikut: di negara-negara yang menganut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Hal ini sejalan dengan tujuan PKn sebagimana menurut Winataputra dan Budimansyah (2012), bahwa: tujuan PKn pada dasarnya adalah terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Selain itu tujuan yang lebih mulia dari PKn sebagaimana dipaparkan oleh Sapriya dan Maftuh (2005), bahwa: tujuan negara mengembangkan PKn, agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civic intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civic responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat
Setiap individu memeiliki tanggung jawab masing-masing dalam menentukan kehidupannya. Sebagaimana menurut Widiyono (2004), bahwa: Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Penyataan tersebut didikung dengan pendapat Hayek (dalam Widiyono, 2004) yang mengatakan Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggung jawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu.
Selain tanggung jawab individu setiap warga negara juga memeiliki tanggung jawab terhadap orang lain atau lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Widiyono (2004) bahwa: Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggung jawab terhadap orang lain. Lebih jauh lagi setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kebebasan dan sangat sulit untuk dipisahkan sebagaimana menurut Widiyono (2004) bahwa: Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih tanggung jawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggung jawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggung jawab; Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.
Berdasarkan pada deskripsi dan analisis data dari hasil penelitian maka pokok bahasan terakhir dari penulisan ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan totalitas dari berbagai hal yang berkenaan dengan pengaruh implementasi metode e-voting sebagai media partisipasi politik pada pemilihan Ketua OSIS di SMAN 1 Manonjaya terhadap peningkatan civic responsibility. 

Implementasi metode e-voting sebagai media partisipasi politik di SMA Negeri 1 Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan Ketua OSIS dapat Peneliti simpulkan berjalan dengan baik, melihat dari tingkat partisipasi politik siswa dalam memilih lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan dengan menggunakan metode konvensional. Karena pada dasarnya penggunaan metode e-voting memiliki banyak kelebihan dibandingkan metode konvensional.

Penggunaan metode e-voting sebagai media partsipasi politik dalam pemilihan Ketua OSIS di SMAN 1 Manonjaya, berpengaruh dan berkontribusi positif terhadap civic responsibility. Selain itu terdapat korelasi yang cukup kuat antara metode e-voting sebagai media partisipasi politik terhadap civic responsibility. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab sudah jelas setiap warga negara harus terlibat dalam menetukan siapa yang akan mewakilinya ataupun memimpinnya hal ini bisa dilakukan dengan secara aktif ikut terlibat dalam partisipasi politik. Partisipasi politik sendiri tidak harus ikut masuk ke dalam partai politik. Ada beberapa tingkatan dalam partisipasi politik yaitu memberikan hak suaranya dalam setiap Pemilu, tingkatan yang lain dari partisipasi politik adalah dengan masuk ataupun aktif di dalam organisasi yang ada di sekolah maupun organisasi yang ada di luar sekolah. Dari kedua hal tersebut bisa disimpulkan bahwa siswa yang ikut dalam memberikan hak suaranya dalam setiap Pemilu dan ikut aktif dalam kegiatan keorganisasian baik yang ada di lingkungan sekolah maupun luar sekolah merupakan warga negara yang bertanggung jawab (civic responsibility).

DAFTAR RUJUKAN
Creswell, J. W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Gatara, S. (2009). Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan). Bandung: CV Pustaka Setia.
Preece, J., Sharp, dan Rogers. (2002). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. New York: John Wiley & Sons
Rahman, A. (2007). Sisitem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sukmadinata. (2006). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya

Wahab, S. A., (2006). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Widiyono. (2004). Wewenang Dan Tanggung Jawab. Bogor: Ghalia Indonesia.

Winataputra, U. S. Dan Budimasyah, D. (2012). Pendidikan Kewarga negaraan Dalam Persepektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran). Bandung: Widya Aksara Press.

Eliasson, C. dan Zuquete, A. (2006). An electronic voting system supporting vote weights. Internet Research, Vol. 16, No. 5, hal. 507-518.

Hajjar, M., Daya, B., Ismail, A., dan Hajjar, H. (2006). An e-voting system for Lebanese elections. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. hlm. 21-29.

Kahani, M. (2005). Experiencing Small-Scale E-Democracy in Iran. The Electronic Journal On Information Systems in Developing Countries. Vol. 22, No. 5, hlm. 1-9.

Latief, M,. (2012). Desain Interaksi dalam Pengembangan Aplikasi E-Voting Studi Kasus: Pemilihan Umum Raya KM-ITB. Jurnal Sarjana Institut Teknologi Bandung Bidang Teknik Elektro dan Informatika Volume 1, Number 2.

Priyono, E., dan Dihan, F. N. (2010). E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas. Seminar Nasional Informatika 2010 (semnasIF 2010) ISSN: 1979-2328 UPN ”Veteran” Yogyakarta.
Riera, A., dan Brown, P. Bringing Confidence to Electronic Voting. Electronic Journal of e-Government Volume 1 (1). 14-21.

Rokhman, A. (2011). Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia. Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, 7 Juli 2011. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sapriya & Maftuh, B. (2005). Jurnal Civicus Pembelajaran PKn melalui Pemetaan Konsep. Bandung: Jurusan PKn FPIPS UPI.

Zamora, C. G., Henriquez, F. R., dan Arroyo, D. O. (2005). SELES: An e-voting system for medium scale online elections. Proceedings of the 6th Mexican International Conference on Computer Science (ENC’05).
Institute for Democracy and Electoral Asistance. (2011). Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial. Program Asia dan Pasifik International IDEA.

Azharian, A. (2014). Tanggung jawab Warga Negara dalam Pemilu “Perubahan Ada di Pundak Anda”. [Online]. Tersedia di: http://alamazharians.blogspot.com/2014/04/tanggung-jawab-warga-negara-dalam.html. Diakses 4 Juni 2014.
Dick, W. (2014). Generasi Muda Kurang Tertarik Berpolitik. [Online]. Tersedia di: http://www.dw.de/generasi-muda-kurang-tertarik-berpolitik/a-17340070. Diakses 20 Maret 2014.
Republika Online. (2014). Bawaslu: Politik Uang Masih Marak di Pileg 2014. [Online] Tersedia di: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/04/09/n3rov4-bawaslu-politik-uang-masih-marak-di-pileg-2014. Diakses 20 Maret 2014.
Satyagraha. (2013). Rp. 16 Triliun, Biaya Pemilu 2014. [Online]. Tersedia di: http://www.antaranews.com/berita/363483/rp16-triliun-biaya-pemilu-2014. Diakses 20 Maret 2014.
Trinita, L. (2014). Golput Pemenang Pemilu 2014, Bukan PDIP. [Online]. Tersedia di: http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/10/269569458/Golput-Pemenang-Pemilu-2014i-Bukan-PDIP. Diakses 20 Maret 2014. 
81

